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ABSTRAK

Karet merupakan komoditi sektor petanian pada sub sektor perkebunan
berkontribusi dalam peningkatan ekonomi petani. Namun kondisi harga karet terus melemah
menyebabkan ekonomi petani karet juga melemah. Berbagai masalah yang dihadapi petani
karet antara lain: Luas lahan kecil, kondisi alam yang rentan terhadap produksi, harga karet
dunia yang semakin menurun, daya tawar petani lemah, rantai pemasaran yang panjang.
Kondisi ini perlu dicari suatu Solusi, suatu kelembagaan yang mampu menfasilitasi tataniaga
karet yang lebih menguntungkan kepada petani. Kelembagaan pemasaran merupakan salah
satu strategi yang berkaitan dengan tataniaga dalam menjamin ketersedian komoditi dan
ketersediaan pasar yang lebih efisien. Lelang komoditi merupakan system pemasaran yang
mampu meningkatkan harga dan daya tawar petani. Namun tidak mampu mengatasi
permasalahan harga karet secara global karena harga karet ditentukan oleh pasar
internasional. Kelembagaan dapat mengatasi ketergantungan menjual SIR kepada konsumen
luar negeri serta mengurangi ketergantungan produk jadi yang berbahan baku karet.
Kelembagaan petani perlu membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) disetiap sentra
produksi karet untuk melakukan kegiatan hilirisasi karet. Pengolahan hasil berbahan baku
karet akan menciptakan nilai tambah, mengurangi  ketergantungan produk,
mengurangketergantungan menjual SIR pada konsumen luar negeri, memiliki daya tawar.
Kata Kunci: Kelembagaan, pemasaran karet, Daya Tawar Petani, Hilirisasi Karet,

Kesejahteraan

ABSTRACT

Rubber is a commodity in the agricultural sector in the plantation sub-sector
which contributes to improving the farmer's economy. However, as international rubber
prices continue to weaken, the economy of rubber farmers is getting weaker. Various
problems faced by rubber farmers include: Small rubber land area, natural conditions that
are vulnerable to rubber, world rubber prices are decreasing. Inefficient marketing system,
weak bargaining power of farmers, long marketing chain. This condition requires an
institutional solution that is able to facilitate a more profitable rubber trading system for
farmers. Marketing institutions are one of the strategies related to trading systems in
ensuring the availability of commodities and more efficient market availability. Commodity
auctions are a capable marketing system increase prices and bargaining power of farmers.
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However, it is unable to overcome the problem of rubber prices globally because rubber
prices are determined by the international market. Institutions can overcome dependence on
selling SIR to foreign consumers and reduce dependence on finished products made from
rubber. Badan Usaha Milik Petani (BUMP) in each rubber production center to carry out
rubber downstream activities. Processing products made from rubber will create added
value, reduce product dependence, reduce dependence on selling SIR to foreign consumers,

and have bargaining power.

Keywords: Institutions, rubber marketing,

Downstreaming, welfare

PENDAHULUAN

Komoditi karet salahsatu
komoditi pada sub sektor perkebuan dapat
menggerakkan ekonomi pedesaan karena
penguasaan  lahan  karet  dikuasai
perkebunan rakyat. Namun seiring waktu
karet sudah tidak diminati lagi oleh
banyak petani dan terjadi konversi lahan
ke komoditi kelapa sawit. Terjadinya
konversi lahan karet ke komodi kelapa
sawit ada beberapa hal yang menjadi
penyebabnya antara lain: harga karet yang
rendah, produktivitas rendah, teknologi
rendah, tenaga panen yang terbatas, panen
dipengaruhi alam, program
pengembangan karet oleh pemerintah
tidak lagi menjadi perioritas. Menurut
Jin et al.,, 2021) kesejahteraan
tergantung dari kemampuan petani,
kendala yang dihadapi pemanfaatan
asset, kondisi alam, pasar, dan
kelembagaan.  Sehingga  menurut
Nurhamlin et al. (2019) perlu pendekatan
secara integratif dan kolaboratif dari
faktor ekologi, teknologi, ekonomi, sosial
dan kelembagaan harus diciptakan untuk
membangun pertanian rakyat.

Kelembagaan pemasaran karet
merupakan wadah memasarkan Kkaret
dengan menerapkan strategi pemasaran
berbasis pasar lelang sebagai solusi
mengatasi rendahnya harga ditingkat petani
(Khaswarina et al., 2021). Menurut Alam,
Nizam, and Hidayat 2021) kondisi ekonomi
petani lemah juga disebabkan kurangnya
perhatian  kelembagaan sosial seperti
koperasi atau kelembagaan keuangan
mikro. Kelembagaan pemasaran merupakan
suatu sistem yang sarat dengan nilai dan
norma yang bertujuan mengatur kehidupan

Bargaining Power of Farmers, Rubber

manusia baik didalam maupun di luar
kelembagaan pemasaran. Menurut Santoso,
(2017) kelembagaan pemasaran diharapkan
mampu menghubungkan petani dengan
kelembagaan lainnya serta mengatur pola
pemasaran sehingga petani tidak lagi
bergantung dengan pedagang pengumpul
(A. B. Santoso, 2017).

Minat petani untuk bergabung pada
sebuah kelembagaan masih sangat sedikit,
hal ini disebabkan oleh berbagai factor:
keterikatan secara sosial dan finansial
terhadap pedagang pengumpul desa karena
kemudahan dalam memperoleh pinjaman,
keterikatan sosial atau persaudaraan,
pendidikan rendah, ketergantugan panen
dengan alam, luas lahan yang sempit, petani
penyadap yang bukan lahan sendiri,
keterbatasan informasi tentang
kelembagaan pada petani, adanya iuran
wajib dan sukarela.

Karet dipasarkan petani bentuk ojol
dengan nilai produksinya sangat rendah.
Kualitas karet olahannya sangat rendah
sehingga harga yang ditetapkan oleh
pedagang jauh lebih rendah dibanding
harga yang ditetapkan oleh pabrik.
Penetapan harga karet berdasarkan berat
susut, kadar kering dan kualitas, sedangkan
ditingkat petani harga tidak ditentukan
berdasarkan kualitas. Mengukuran kualitas
karet masih dilakukan secara visual dan
penetapan harga belum adil sehingga
petani karet menjual bokarnya selalu pada
pihak yang merugi. Menurut Muh. Arba’in
Mahmud (2017) jika pemasaran efisien dan
adil, maka akan meningkatkan keuntungan
bagi petani, serta meningkatnya
kemampuan ekonomi petani.
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Berbagai penelitian tentang kelembagaan
telah banyak dilakukan, namun kajiannya
sebatas perannya meningkatkan posisi
tawar dan stabilitas harga karet. Berbeda
dengan tulisan ini, yang bertujuan untuk
menganalisis peran kelembagaan di sektor
pertanian  karet dalam  meningkatkan
ekonomi petani secara luas. Tulisan ini
menjadi sesuatu yang sangat penting untuk
dikaji agar mampu menyelesaikan salah
satu permasalahan ekonomi petani Kkaret

ditinjau dari aspek pemasaran dan
pengembangan hilirisasi karet ditingkat
petani.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini  merupakan studi
kepustakaan atau literatur review, dengan
menggunakan data sekunder dan referensi
penelitian terdahulu. Pengambilan sumber
referensi  dilakukan  dengan  proses
pencaharian database scopus dan geogle
scolar. Pencarian tersebut diawali dengan
menggunakan beberapa kata kunci seperti:
Kelembagaan, pemasaran, petani karet, dan
sebagainya yang relevan dengan topik. Dari
temuan tersebut selanjutnya dilakukan
penyaringan dengan memilih artikel-artikel
yang terbaik dan relevan. kemudian
dilakukan sintesis dan ditulis dalam bentuk
makalah sesuai dengan masalah pada topik
makalah ini. Adapun proses pengumpulan
data melalui kriteria inklusi dan ekslusi
seperti pada Gambar 1.

petani
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,
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Gambar 1. Adapun proses pengumpulan

data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian kelembagaan pemasaran karet

dalam memasarkan Bahan Olah Karet
(BOKAR) untuk meningkatkan ekonomi
petani karet menjadi model tataniaga yang
berbasis inovasi pembangunan pertanian
yang berpihak kepada kepentingan petani.

Adapun model tataniaga

seperti pada

Gambar 2.
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Gambar 2. Model

Tataniaga Bokar yang
Berbasis Asosiasi Sebagai Inovasi
Pembangunan Pertanian



Tataniaga karet di  Kabupaten
Kuantan Singingi secara turun temurun
bersifat tradisonal, kondisi ini
menyebabkan petani tidak memiliki daya
tawar, tengkulak sangat berperan dalam
penentu harga. Kelembagaan merupakan
salahsatu strategi untuk memperbaiki
system pemasaran dengan cara melakukan
pemasaran dengan system lelang. Berikut
system pemasaran karet dan mekanisme
pemasaran yang ada di Kabupaten Kuantan
Singingi.

Sistem  Pemasaran  Karet Secara
Tradisonal

Mekanisme pasar tradisonal pada
umumnya dilakukan dengan

mengumpulkan bahan olahan karet (bokar)
dari petani ke toke kemudian dipasarkan ke
pabrik. Sistim penetapan harga pada
pemasaran tradisional ditentukan oleh
pedagang, sehingga petani tidak memiliki
daya tawar. Daya tawar yang rendah
menyebabkan harga karet rendah sehingga
berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi
petani. Petani karet kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun
walaupun demikian petani tetap saja
bertahan untuk menjual bokarnya kepada
pedagang pengumpul. Kemampuan
ekonomi petani yang rendah menyebabkan
petani terikat pada hubungan patronase.
Sejalan dengan pendapat Dhyna Dellaura
Pujakesuma (2020) bahwa, petani terpaksa
berhutang untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari dalam kondisi terdesak dan
prosesnya lebih  mudah dan cepat
dibandingkan lembaga keuangan.

Harga karet yang ditetapkan oleh
pedagang pengumpul berbeda pada masing-
masing petani. Bagi petani yang berhutang
pemotongan persentase berat susut lebih
besar sehingga harga karet lebih rendah.
Petani karet yang bekerja sebagai penyadap
tidak memiliki kontrak kerja, pada saat
tertentu akan kehilangan pekerjaan sebagai
penyadap, jika diberhentikan oleh pemilik
kebun. Tidak bekerjanya lagi petani
penyadap maka hutang kepada pedagang
sering tidak dibayar. Untuk menghidari
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resiko tersebut maka pedagang melakukan
pemotongan persentase berat susut karet
lebih besar.

Pedagang menetapkan harga karet
kepada petani tidak mempertimbangkan
kadar karet kering, dan kualitas Kkaret,
sehingga kualitas karet yang diolah petani
rendah. Petani karet dalam menjual bahan
olah karet (bokar) memiliki kebiasaan
merendam dan  memasukan  dengan
mencampur sampah. Petani beranggapan
dengan merendam menyebabkan Kkaret
bertambah berat, dalam penjualan karet
semakin basah karet maka semakin besar
pemotongan terhadap berat susut Karet.
Nilai karet bukan dihitung berdasarkan
berat basah melainkan dihitung berdasarkan
berat kering. Semakin tinggi kadar air dan
semakin rendah kualitas karet maka nilai
produksi akan semakin rendah. Pedagang
pengumpul dalam menentukan pemotongan
berat susut berkisar 10% hingga 20% per
kilogram. Artinya semakin besar persentase
pemotongan berat susut maka nilai karet
akan berkurang senilai besarnya persentase
potongan berat tersebut.

Rantai pemasaran karet pada sistim
pemasaran tradisional tidak efisien.
disebabkan rantai pemasaran yang panjang
(Petani—>pedagang pengumpul->Pedagang
besar->Pabrik). Rantai pemasaran yang
panjang menimbulkan margin pemasaran
yang besar karena margin terdiri dari dua
komponen vyaitu biaya pemasaran dan
keuntungan. Masing-masing pedagang akan
mengeluarkan  biaya pemasaran  dan

mengambil ~ keuntungan  dari  hasil
penjualannya. Biaya pemasaran ini
merupakan semua jenis biaya yang

dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang
terlibat pada sistem pemasaran seperti:
biaya tenaga kerja, biaya akomodasi, biaya
transportasi dan biaya lainnya. Menurut
Santoso (2018) penyebab kurang efisiennya
pemasaran karet juga disebabkan oleh
lokasi perkebunan rakyat saat ini terpencar-
pencar dengan skala luasan yang relatif
kecil-kecil dengan akses yang terbatas,
sehingga biaya angkut menjadi tinggi (A.
Santoso, 2018). Panjangnya mata rantai
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dalam pemasaran Bokar merupakan salah
satu penyebab petani tidak menikmati nilai
tambah dari hasil karetnya, penetapan harga
tidak transparan, dan tidak ada standar
sehingga petani menjual karetnya kepada
pedagang pengumpul tidak menguntungkan
(Nur et al., 2017).

Upaya perbaikan mutu  bokar
dilakukan  melalui  pendekatan  oleh
penyuluh  pertanian untuk diarahkan

membentuk  suatu  organisasi  atau
kelompoktani atau kelembagaan, agar lebih

mudah dalam pembinaan petani.
Kelembagaan yang dibentuk  untuk
meningkatkan daya  tawar petani

salahsatunya adalah kelembagaan
pemasaran karet. Menurut Santoso (2018)
fungsi dari kelembagaan pemasaran agar
lebih mudah dalam melakukan pembinaan
selain itu juga memberikan pelayanan
tehnis pengolahan maupun pengembangan
usaha  pemasaran  bokar. Menurut
Khaswarina et al. (2021) kelembagaan
pemasaran karet menjadi wadah dalam
memasarkan karet dengan sistem lelang,
dengan sistem lelang ini dapat membantu
petani meminimalkan  kerugian  dan
menghindari kesulitan dalam penjualan.

Sistem Pemasaran Lelang

Indonesia memasarkan karetnya ke
pasar internasional melalui  saluran
pemasaran yang sangat panjang, untuk itu
karet sangat memerlukan pasar yang
berfungsi dengan baik dan dapat memberi
keuntungan kepada petani. Menurut Novita
& Wahyuni, (2019) agar pasar dapat
berfungsi dengan baik dan memperoleh
keuntungan, maka perlu kelembagaan yang
memiliki aturan guna mengurangi biaya
transaksi yang tinggi. (Novita & Wahyuni,
2019).

Kelembagaan pemasaran membentuk
suatu sistem penjualan yang lebih efisien
guna memutus rantai pemasaran dan untuk
meningkatkan harga ditingkat petani.
Pemasaran  yang  dibentuk  berupa
pemasaran sistem lelang. Pasar lelang
merupakan  sistem  pemasaran  untuk
memperbaiki sistem pemasaran bahan

olahan karet (bokar) yang menggunakan
sistem pemasaran tradisional dimana
sebelumnya petani memasarkan bahan
olahan karet melalui pedagang pengumpul.
Sistem pemasaran yang dilakukan melalui
proses lelang oleh petani yang tergabung
kepada kelompok tani atau gapoktan.
Sistem  penetapan  harga  ditetapkan
berdasarkan harga dasar pabrik. Menurut
Susilowati (2018) belum semua petani mau
memanfaatkan pasar lelang dan umumnya
masih memilih pasar tradisional. Penyebab
belum maunya bergabung karena adanya
keterikatan pinjaman dengan pedagang
selain itu belum adanya kebijakan harga

output  ditetapkan  pemerintah  untuk
komoditas karet (Susilowati, 2018).

Proses lelang dilakukan melalui
kelembagan  dapat membatu  petani

meningkatkan daya tawar petani. Kriteria
karet yang di jual melalui proses lelang
memiliki  kriteria yang bermutu dan
memiliki kadar karet kering yang tinggi,
semakin tinggi mutu karet maka harga karet
dinilai lebih tinggi. Pemasaran lelang
dilakukan terhadap beberapa pedagang
yang berminat untuk bersaing membeli
karet petani. Penetapan harga karet pada
pemasaran lelang ditetapkan berdasarkan
hasil kesepakatan anggota kelompoktanu
dengan mengacu kepada harga
Internasioanal dan pabrik. Kelembagan
memfasilitasi penjualan karet kepada para
Pedagang besar yang berminat membeli
karet pada anggota kelompoktani. Sistim
lelang dilakukan secara tertutup, dan
pedagang yang menyanggupi pembelian
karet pada harga tertinggi akan ditetapkan
sebagai pemenang lelang.

Hasil Penelitian Kurniati, Maharani,
and Edwina (2021) pasar lelang yang
dilakukan tanggal 13 Juli 2020 di
Kabupaten Kuantan Singingi diwakili oleh
5 pedagang besar yaitu PT. Kilang 5
Gunung dengan harga bokar Rp7.280,00,
PT. Teluk Luas dengan harga bokar
Rp7.305,00, PT. Wipolimex dengan harga
bokar Rp7.130,00, PT. Kapuas Besar
dengan harga bokar Rp7.171,00 dan PT.
Batang Hari Barisan dengan harga bokar



Rp 6.878,00. Pemenang lelang pada tanggal
13 Juli 2020 yaitu PT. Teluk Luas dengan
volume bokar 4.397 kg seharga
Rp7.305,00.

Menurut Riswani, Yunita, and Malini
(2019) penjualan karet di Kabupaten Musi
Banyuasin melalui UPPB dengan sistem
lelang dapat meningkatkan harga yang lebih
dan persyaratan mutu karet yang lebih baik.
Harga karet melalui pasar lelang sebesar
Rp. 9.456 per kg, lebih tinggi dibandingkan
dengan menjual ke pedagang besar yaitu
sebesar Rp. 8.372 per kg. Perbedaan ini
disebabkan karena harga jual berdasarkan
didapatkan dari harga lelang tertinggi dari
pabrik-pabrik yang mengikuti lelang,
sedangkan pada petani yang menjual karet
kepada tengkulak ditentukan oleh pedagang
besar.

Peran Kelembagaan dalam Menunjang
Ekonomi Petani.
Akses dan Informasi Pasar

Karet yang dijual oleh petani karet
melalui pedagang pengumpul, memiliki
posisi tawar yang lemah salah satunya
adalah kurangnya akses dan informasi
pasar, ketika harga naik pedagang tidak
langsung menaikan harga karetnya.
Mengatasi masalah harga karet perlu suatu
kelembagaan yang mampu menciptakan
sistem perdagangan yang lebih baik melalui
transparansi  mekanisme  pembentukan
harga dan peningkatan efisiensi pemasaran
serta mampu mempertemukan berbagali
kepentingan pembeli dan penjual sehingga
menguntungkan semua pihak (Arfah &

Dewi, 2019).
Kelembagaan pemasaran karet dapat
memberikan informasi serta

menyeimbangkan struktur komunikasi antar
petani dan pedagang. Manfaat yang didapat
petani dalam memasarkan bokar melalui
kelembagaan selain informasi harga dan
timbangan lebih transparan, harga beli
bokar lebih tinggi, juga mempermudah
dalam koordinasi dan pengajuan bantuan
dengan pemerintah atau pihak swasta,
seperti mendapatkan bantuan bibit dan alat
penyadapan, mendapat pelatihan. Informasi
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harga juga diperoleh dari sicom (Singapore
Commodity Exchange) dengan ter Update.
Sicom adalah situs di google yang
memberikan informasi mengenai harga
bokar, informasi ini juga menjadi dasar
dalam penetapan harga karet di sistem
lelang. Selain itu menurut Dhyna Dellaura
Pujakesuma (2020) dengan bergabungnya
petani pada kelembagaan, maka petani juga
lebih mudah memperoleh informasi seperti
teknik budidaya, harga, sarana produksi,
harga produk, serta saluran, manajemen
keuangan dan permodalan.

Berbeda dengan petani yang menjual
karet secara tradisional, tidak memiliki
informasi harga sehingga disaat terjadi
kenaikan harga karet pedagang masih
menetapkan harga karet yang sebelumnya,
pedagang membeli bokar dengan harga
yang rendah jauh dibawah harga dasar
pabrik selain itu dalam menetapkan harga
pedagang juga tidak menilai berdasarkan
kualitas bokar, ada potongan harga dalam
bentuk berat susut dengan adil.

Proses Pemasaran Sistem Lelang
Kelembagaan pemasaran karet
melakukan kegiatan pemasaran karet
melalui proses dengan pelaksanaan pasar
lelang dilakukan secara bersama oleh petani
yang tergabung pada kelembagaan.
Pemasaran karet melalui kelembagaan
pemasaran  memiliki  tujuan  untuk
keseragaman mutu bokar, keseragaman
waktu jual, keseragaman harga peningkatan
skala produksi dan ekonomi serta
pemasaran bokar yang dilakukan secara
bersamaan dalam satu waktu, satu tempat
dan satu harga. Pasar lelang mampu
menjembatani petani dalam memasarkan
bokar dan harga yang diputuskan sesuai
dengan harga karet yang berlaku. Petani
yang mengikuti pasar lelang harus
bergabung dalam kelompok tani ataupun
gapoktan dan mengikuti standar bokar.
Kelembagaan  pemasaran  dalam
proses pemasaran dengan memberikan
waktu kepada pedagang besar untuk
berdiskusi dengan pabrik tujuan tentang
harga. Setelah berdiskusi masing-masing
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pedagang besar akan menuliskan harga
bokar dan memberikan kepada panitia
lelang. Pemenang lelang ditetapkan adalah
pedagang yang membeli harga karet paling
tinggi yang ditawarkan oleh kelembagaan.
Pemenang lelang membayar karetnya
dengan yang sudah ditetapkan, dan
membawa Kkaret tersebut ke pabrik tujuan,
biaya penimbangan dan transporatasi
ditangung oleh pemenang lelang. Adapun
yarat bokar yang ditetapkan untuk dijual
melalui lelang adalah: 1. Bokar dalam
keadaan kering dan tidak basah. 2. Bokar
dalam keadaan bersih 3. Bahan pembekuan
yang direkomendasikan 4. Kondisi bokar
dalam  keadaan keras dan  padat.
Kelembagaan pemasaran melakukan proses
penjualan secara efisien karna dilakukan
dengan cara sistem lelang. Dengan sisitem
lelang petani mengumpulkan karet dengan
kualitas yang lebih baik yaitu bokar bersih

dengan kandungan air juga rendah.
Mekanisme pasar lelang dimulai dari
pengumpulan  bokar dilakukan setiap

kelompok tani atau gapoktan.

Peningkatan Daya Tawar Petani
Komoditi karet ditinjau dari aspek
pemasaran, mekanisme pasar yang belum
sempurna, struktur pasar karet mengarah
pada pasar oligopsoni, petani menerima
harga yang ditetapkan oleh pihak lain
dengan harga yang relatif rendah, sehingga
diperlukan  suatu  kelembagaan yang
membantu  petani memasarkan  hasil
pertaniannya pada tingkat harga yang
memadai. Harga karet di Indonesia
cendrung tidak stabil, fluktuasi harga ini
terjadi akibat ketidak seimbangan antara
permintaan dan penawaran dimana tingkat
harga karet akan meningkat jika volume
permintaan melebihi penawaran, dan
sebaliknya harga akan turun apabila
penawaran melebihi permintaan. Menurut
Jepsen et al.(2019) penurunan harga karet
juga dipicu oleh penurunan permintaan
karena perlambatan ekonomi  China,
kejenuhan pasar karet regional dan
penurunan harga minyak mentah yang
substansial, sehingga mengurangi biaya

produksi Kkaret sintetis. tersebut langsung
diikuti dengan penurunan produksi. Sejalan
menurut Jawanit et al. (2019) karet alam di
pasar internasional  jumlah  pasokan
meningkat lebih  tinggi  dibandingkan
dengan peningkatan permintaan (Jawanit et
al., 2019).

Berbagai permasalahan yang dihadapi
oleh petani karet seperti, penurunan harga,
ketersediaan teknologi dalam budidaya
karet masih sederhana, ketergantungan
berproduksi terhadap kondisi alam, serta
pemasaran hasil yang masih tergantung
kepada pedagang pengumpul di desa.
Berbagai permasalahan ini perlu segerah
dicari  solusinya  untuk  membantu
meningkatkan kemampuan ekonomi petani.
Permasalahan yang terjadi pada agribisnis
karet adalah lemahnya kelembagaan.
Menurut Kurnia et al. (2020) agar
memperkuat interaksi antar subsistem
kelembagaan pada agribisnis karet maka
perlu mengembangkan kemitraan secara
terorganisir dengan baik agar setiap aktor
dapat berperan sesuai dengan fungsinya
masing-masing, sehingga tujuan
kelembagaan tercapai secara efektif dan
efisien. Selama ini harga karet yang setiap
waktu berfluktuasi berdampak terhadap
ketidak pastian penerimaan.

Petani karet berada pada posisi yang
lemah, karena harga karet yang terus turun,
produksi karet yang tidak meningkat akan
memperburuk kondisi ekonomi dan petani
akan terancam kemiskinan. Menurut
Ansonfino et al (2021) peningkatan daya
saing menjadi upaya menumbuhkan
ekonomi jangka panjang maka pemerintah
perlu fokus membuat kebijakan untuk
mendorong terbentuknya lembaga (Chenet
et al., 2021), serta menciptakan lembaga
lebih adil (Matthews et al., 2019).
Kelembagaan pemasaran karet salah satu
solusi untuk meningkatkan harga karet dan
menjaga stabilitas harga.

Pemasaran karet melalui kelembagaan
memiliki aturan dan norma yang berlaku.
Karet yang dijual harus lebih berkualitas
dan memiliki kadar karet kering yang
tinggi, karet tidak direndam. Pemotongan



persentase berat susut lebih rendah, seperti
yang berlaku pada salahsatu kelembagaan
pemasaran mengatasi posisi tawar petani
yang lemah, di Riau menerapkan strategi
pemasaran berbasis pasar lelang
(Khaswarina et al., 2021). Kabupaten
Kuantan Singingi salahsatu penghasil karet
terbesar di Riau telah  memiliki
kelembangaan pemasaran karet yaitu
Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi
(APKARKUSI). Kelembagaan pemasaran
ini menjual karet secara terpusat di ibu kota
Kabupaten. Semua kelompok pemasaran
atau gapoktan yang ada di Kabupaten
Kuantan Singingi menjual karetnya pada
APKARKUSI. Berdasarakan data BPS
Kuantan Singingi, jumlah petani karet pada
tahun 2021 sebanyak 74.546 kk, hanya
yang bergabung pada kelembagaan
pemasaran vyaitu Asosiasi Petani Karet
Kabuaten Kuantan Singingi (Apkarkusi)
baru sebanyak 1275 kk (1.71%). Sissanya
sebesar 98,29% masih menjual kepada
pedagang pengumpul di desa. Perbedaan
harga penjualan karet melalui pedagang
pengumpul dengan asosiasi cukup tinggi
berkisar Rp.2.500 hingga Rp 3.000/kg,
sedangkan persentase pemotongan berat
susut hanya di asosiasi hanya 3%
sedangkan potongan berat susut di tingkat
pedagang pengumpul 10%-20%.

Karet yang dijual melalui
kelembagaan dilakukan secara lelang,
lelang karet dilakukan kepada beberapa
pedagang besar atau pabrik sehingga
dengan sistem lelang ini petani memiliki
daya tawar petani lebih tinggi. Harga lelang
karet disesuaikan dengan harga dasar pabrik
bahkan di atas harga dasar. Pemenang
lelang karet adalah pedagang atau pabrik
yang menyetujui harga tertinggi. Sistem
penjualan ini akan mampu meningkatkan
harga ditingkat petani. Menurut Kurniati,
Maharani, and Edwina (2021) Sistem
pemasaran lelang sangat menguntungkan
petani karena saluran pemasaran yang
dilalui semakin pendek dan harga yang
berlaku adalah harga yang ditetapkan petani
melalui kelembagaan.
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Kelembagaan =~ pemasaran karet
dengan sisitem lelang ini mampu mengatasi
permasalahan harga ditingkat petani namun
belum mampu meyelesaikan permasalahan
harga ditingkat domestik, untuk itu perlu
pengembangan kelembagaan dan dukungan
pemerintah untuk mengatasi permasalahan
tersebut.  Menurut Andi Suryadi, Sahara
(2018) mengungkapkan bahwa integrasi
yang terjadi antara pasar Singapura dan
pasar lelang di Provinsi Jambi tidak
terintegrasi secara sempurna. Namun harga
karet Indonesia terintegrasi baik dalam
jangka panjang maupun dalam jangka
pendek hanya dengan pasar Singapura.
Untuk harga internasional perlu kebijakan
pemerintah dalam mengatasi harga yaitu
dengan membatasi ekspor karet ke luar
negeri, membangun industri hilir karet di
dalam negeri. Keberadaan industri hilir di
dalam negeri akan mengurangi
ketergantungan Indonesia pada konsumen
luar negeri. Saluran pemasaran karet juga
akan lebih pendek dan efisien.

Pengembangan Kelembagaan

Pada kelembagan dibentuk
kepengurusan yang salahsatu tugas dari
pengurus kelembagaan adalah mengelola
keuangan. Untuk  keberlanjutan  dan
pengembangan kelembagaan perlu
penyusunan laporan keuangan bermanfaat
untuk perencanaan, pengendalian dan
pertanggung jawaban Kkeuangan pada
kelembagaan. Dari laporan keuangan dapat
diperoleh informasi posisi keuangan dan
hasil usaha yang dilakukan pada periode
tertentu. Untuk itu memerlukan pengelolaan
keuangan yang baik dan penyelenggaraan
pembukuan yang baik untuk kegiatan
usahanya sehingga usaha yang dijalankan
dapat berkembang. Menurut Putri and
Yusdita (2021) manajemen keuangan
merupakan kegiatan atau aktivitas yang
berhubungan dengan pendanaan untuk
mencapai tujuan perusahaan atau organisasi
berupa perencanaan,  pengawasan,
pengendalian dan lainnya.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan
oleh  kelembagan  bertujuan  untuk
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penumpukan modal. Berkembangnya modal
dapat digunakan untuk pengembangan
usaha petani, seperti adanya koperasi
simpan  pinjam, penjualan  saprodi,
kebutuhan pokok, atau membangun industri
hilir dalam bentuk Badan Usaha Milik
Petani (BUMP). Keuangan yang dapat
dikelola oleh kelembagaan dapat bersumber
dari iyuran wajib, iyuran sukarela dan
tabungan petani. Hasil dari usaha tersebut
dapat dinikmati oleh semua anggota yang
tergabung pada kelembagaan. Menurut
Sadikin et al., (2018) proses yang
melibatkan  kelembagaan, baik dalam
bentuk  lembaga organisasi  maupun
kelembagaan norma dan tata pengaturan,
pada umumnya masih terpusat pada proses
pengumpulan dan pemasaran dalam skala
tertentu. sebagian besar kelembagaan
pertanian dan petani belum terlihat
perannya dalam hal sebagai penggerak,
penghimpun, penyalur sarana produksi,
pembangkit minat dan sikap, dan lain-lain.
Untuk itu perlu pengelolaan keuangan yang
baik dalam kelembagaan agar kelembagaan
mampu  berperan dalam  membangun
ekonomi petani dari berbagai aspek.

Peran kelembagan juga mampu
memberdayakan petani dalam kemampuan
managerial terutama dalam pengelolaan
keuangan keluarga. Dengan menjual
karetnya melalui kelembagaan petani tidak
lagi terikat hutang kepada tengkulak. Harga
yang tinggi dan pemotogan berat susut yang
rendah dapat meningkatkan pendapatan
petani dan bisa memenuhi kebutuhan
keluarga. Setiap penjulan karet petani
menabung uang berupa simpanan suka rela.
Menurut Saleh & Suherman, (2021) Petani
yang memiliki kapasitas manajerial, teknis
dan sosial rendah, sehingga juga akan
mempengaruhi  terhadap  kecendrungan
petani memiliki daya tawar lemah, akses
permodalan dan akses informasi yang
rendah.Proses yang melibatkan
kelembagaan, baik dalam bentuk lembaga
organisasi maupun kelembagaan norma dan
tata pengaturan, pada umumnya masih
terpusat pada proses pengumpulan dan
pemasaran dalam skala tertentu. Bagi

sebagian  besar  wilayah  eksistensi
kelembagaan pertanian dan petani belum
terlihat  perannya. Padahal  fungsi
kelembagaan pertanian sangat beragam,
antara lain adalah sebagai penggerak,
penghimpun, , penyalur sarana produksi,
pembangkit minat dan sikap, dan lain-lain
(Sadikin et al., 2018.)

Hilirisasi Karet ditingkat Petani

Indonesia mengekspor sekitar 85%
dari produksi karetnya disebabkan oleh
negara Indonesia masih tergantung kepada
inpor produk-produk karet olahan. Menurut
Harahap and Segoro (2018) tergantungnya
Indonesia terhadap konsumen luar negeri
disebabkan industri manufaktur kurang
berkembang dengan baik  sehingga
konsumsi karet domestik sangat rendah.
Ketergantungan Indonesia terhadap pasar
karet luar negeri hendaknya segerah dicari
solusi dengan upaya meningkatkan kinerja
kelembagaan petani dalam menumbuhkan
industri hilir. Kelembagaan petani karet
dalam meningkatkan ekonomi petani selain
menciptakan pemasaran yang efisien
dengan sistem lelang seharusnya juga
berperan dalam mengembangkan badan
usaha membangun industri hilir milik
petani dengan mengolah bahan baku
karetnya menjadi  berbagai  produk.
Sehingga petani tidak lagi menjual karet
dalam bentuk olah karet rakyat (bokar).
Dampak dari  ketergantungan  karet
Indonesia pada pasar luar negeri, jika
terjadi dipasar luar negeri over suplay maka
harga karet akan turun, dan harga karet
akan tetap dipengaruhi oleh harga karet
dunia.

Kelembagaan petani salah satunya
berperan dalam meningkatkan ekonomi
petani, maka perlu mendorong petani untuk

meningkatkan kapasitasnya dalam
mengelola usaha, meningkatkan
keterampilan,  peningkatan  teknologi,

peningkatan permodalan, dan kerjasama.
Kelembagaan pemasaran perlu dibenahi
untuk mendukung pengembangan
kelembagaan industry pertanian
(agroindustri), keberadaan agroindustry di



dalam negeri harus mampu berperan dalam
peningkatan nilai tambah (utility) produk
olahan, penyerapan dan produktivitas
kelembagaan tenaga kerja (Elizabeth,
2019). Perubahan pandangan masyarakat
pertanian dalam mengembangkan
industriliasasi dari produk pertanian mereka
akan berdampak terhadap kehidupan petani
di pedesaan (Petrescu-Mag et al., 2022).
Meningkatkan ekonomi petani karet

melalui  pengembangan industri hilir,
banyak produk turunan karet yang bisa
dikembangkan. Melalui peran
kelembagaan, melalui pelatihan petani
dapat meningkatkan keterampilan,
meningkanya modal usaha untuk
mengembangkan  produk  hilir  karet.

Kelembagaan sebagai salah satu wadah
dalam proses pembelajaran  melalui
pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan
dimulai dari penyediaan sarana produksi
hingga pemasaran hasil usahatani. Menurut
Dhyna Dellaura Pujakesuma (2020)
pengembangan  kelembagaan pertanian
diperlukan dalam pembangunan pertanian
serta untuk membentuk kemandirian petani.
Menurut Stabile et al. (2020) teknologi
mendorong petani kecil dalam perbaikan
ekonomi  untuk  meningkatkan target
produksi dapat meningkatkan skala usaha
agar memenuhi permintaan pasar. Adapun
produk-produk yang bisa diproduksi oleh
petani seperti yang terlihat pada pohon
industri karet pada Gambar 3.

Speartpark sepeda motor

Magkok Sadap

Gambar 3.Produk Hilir Karet yang akan
dikembangkan oleh  Petani
Karet Kuantan Singingi.
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Pembangunan industri hilir akan
mampu meningkatkan pendapatan petani
karena dapat menghasilkan nilai tambah
dari lateks yang dihasilkan dari kebun
petani dapat di olah menjadi berbagai
produk. Produk yang akan dikembangkan
oleh petani melalui Badan Usaha Milik
petani (BUMP) salah satu di Kabupaten
Kuantan Singingi Propinsi Riau adalah
seperti Tabel 1.

Tabel 1. Mesin Produksi

Nama Mesin Rencana Produksi
Produksi yang dihasilkan
1. Bron crepe 1. Keset kaki
2. Vulkanisir ban 2. Ban mobil
mobil vulkanisir

3. Vulkanisir ban 3. Ban sepeda motor
sepeda motor vulkanisir

4. Alat kerok ban 4. Mangkok sadap
mobil Karpet mobil.
5. Molding 5. -Tangan-tangan

sepeda motor.
- Injakan kaki
sepeda motor.

- Sendal Jepit.
- Creper  (bahan
baku)

Dengan keberadaan industri hilir
petani tidak lagi menjual semua hasil panen
karetnya kepada pedagang ataupun ke
pabrik, tetapi sebagian bisa langsung
diolah. Dari hasil penjualan  produk,
penghasilan petani akan jauh lebih
meningkat. Namun menurut (Kurnia et al.,
2020) industri karet alam masih belum
belum berkembang dan masih diperlukan
solusi alternatif dan kebijakan strategis
dalam pengembangan hilirisasi sebagai
upaya peningkatan nilai tambah dan
meningkatkan ekonomi petani karet secara
nasional.

Di Indonesia penyebab kurang
berkembangnya industri karet di dalam
negeri menurut hasil penelitian Sitepu,
McKay, and Holt (2019), pemerintah pusat
lebih peduli terhadap pasokan Karet,
sedangkan pemerintah daerah masih fokus
terhadap permasalahan dampak sosial
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terkait dengan petani, masalah lahan dan
buruh tani. Menurut Veronice et al. (2018)

mengatasi hal tersebut perlu inovasi
dibidang teknologi pertanian dengan
melakukan pengelolaan terpadu

mengkombinasikan antara teknologi dan
sistem pertanian secara komprehensif yang
mampu  memberikan  nilai  ekonomis
(Veronice et al., 2018).

Pemerintah sudah melakukan upaya
peningkatan ekspor dan nilai tambah
produk  pertanian adanya kebijakan
pemerintah dibidang kelembagaan industri
karet, untuk di daerah sudah dibentuk
seperti Asosiasi Karet Indonesia
(APKARINDO) dibawah naungan
Gabungan Petani Perkebunan Indonesia
(GAPPERINDO) (Bouris & Fernandez-
Molina, 2018). Menurut Kurnia et al.
(2020) peran asosiasi dalam industri karet
alam sangat penting. Asosiasi Produsen
Sarung Tangan Karet Indonesia (IRGMA)
Gabungan Karet Indonesia (GAPKINDO)
adalah wadah bagi pengusaha karet alam
pada umumnya, termasuk para pedagang.
Sedangkan forum untuk petani adalah
Asosiasi Petani Karet Indonesia
(APKARINDO). Dewan Karet Indonesia
(DEKARINDOQO) berfungsi sebagai wadah
bagi semua pemangku kepentingan yang
terlibat dalam industri karet. DEKARINDO
memiliki peran yang lebih administratif dan
koordinasi dan tidak memiliki kewenangan
yang mengikat. Pada anggota asosiasi ini
lebih banyak pengusaha yang didominasi
oleh importir sehingga dukungan terhadap
kebijakan industry hilir akan terhambat.
Perlu adanya asosiasi tersendiri yang
mendukung perkembangan industri hilir
nasional.

KESIMPULAN

Rendahnya kemampuan ekonomi
petani disebabkan sistim pemasaran karet
yang belum baik. Peningkatan harga dan
stabiltas harga dapat dilakukan dengan
memperbaiki  sistim  pemasaran  karet
melalui peran kelembagaan istem lelang
dan membangun industri hilir di tingkat
petani untuk mendapatkan nilai tambah dan

mengurangi ketergantungan karet
Indoneisa terhadap konsumen.

Intervensi yang harus dilakukan untuk
pembangunan ekonomi petani karet dan
mendukung keberlanjutan kebun Kkaret
adalah dengan pemberian insentif kepada
petani, seperti insentif produksi, input
pertanian, pengembangan infrastruktur
pertanian dan program  peningkatan
sumberdaya petani dalam pengelolaan
perkebunan karet serta pengembangan
kelembagaan dalam perumusan kebijakan
di masa depan serta membangun hilirisasi
untuk mendorong peningkatan konsumsi
karet didalam negeri.
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